
 

 
1 

 

 

 
 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR 23 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 
       Menimbang :   a.  Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun 
untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) peraturan menteri dalam 
negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata 
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang 
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana 
pembangunan jangka menengah daerah, Rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja 
pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 
Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4350); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 46631); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasipembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturandaerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312) ; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 
Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
49); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025; 

                         11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH TAHUN 2021  
 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram BagianTimur.  



 

 
3 

 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan 

tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menegah Daerah Tahun 2016-2021 yang disusun melalui proses inventarisasi, 

klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu 
dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, 
kabupaten dan provinsi.  

 
Pasal 2 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan 
Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.  
 

Pasal 3 

 
(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun sebagai 

berikut:  
BAB I  PENDAHULUAN 
BAB II  EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
BAB III  RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 
BAB IV  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
BAB VII  PENUTUP 

 

(2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 digunakan sebagai:  

a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);  

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.  
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 
 

Ditetapkan di Bula 
pada tanggal 06 Juli 2020 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,  
 

 
                                                                                     TTD 

 

   ABDUL MUKTI KELIOBAS 
 

Diundangkan di Bula 
pada tanggal 06 Juli 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

 
 
              TTD 

 
DR. SYARIF MAKMUR, M.Si 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR 424.a 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

MOHTAR RUMADAN, SH 
NIP. 197406112006041013 

 

 

 

 


